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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR S< TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESBA

WALIKOTA METRO,

a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan

dirnaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman
bertagwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, menpguasai ilmu
pengetahuan  eknologi dan seni unmuk  mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradal,

. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan

nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud pada hurul a guna mewujudkan nilai-nilai jujur,
peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung’
jawab dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggparaan
Pendidikan Anti Korups! pada satusn pendidikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbapgaimana dimaksud

pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penyelenggarazsn Pendidikan
Ant Korupsil Pada Satuan Pendidikan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Eabupaten Dati [1 Way Kanan, Kabupaten
Dati Il Lampung Timur dan Kotamadya Dati I Metro
{Lembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ;
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3.

10.

Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tindek Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor 3874)
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 {Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150];

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Qistern  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintuhan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 55387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali teralkhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 4B, Tambohan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2005 Nomeor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 (Lembaran MNegara Republik Indonesia) Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia
Nomor 34 10);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan {Lembaran
Negars Republik Tndonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);

Peraturan Pemerintah Nomor ¥4 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 494 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tehun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenpsaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
3103) scbhagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pcmerintah MNomor 66 Tahun 2010 [Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudsayaan Nomor 79
Tahun 2014entang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita
Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
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11. Peraturan Menteri Pendidikan dan EKebudayean Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada
Satyan Pendidikan Formal ([Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

12, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019
tentang Implementasi Pendidilkan Anti Korupsi di Provine:
Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019
Noror 35);

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomer 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota
Metro [Letnbaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor
24, Tambehan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Eota
Metro Nomor © Tahun 2019 [Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daeerah Kota
Metro Nomaor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIEAN ANTI KORUPESI PADA BATUAN PENDIDIKAN.

BAE 1
KETENTUAN TMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yvang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Metro.

2.  Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagal unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yvang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Metro.

4. Dinas Pendidikan dan kebudavan yang sclanjuinya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidiken dan
Kebudayaan Kota Metro.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Metro,

&, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewjudkan suasana belajar dan prozes pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritnal keagamaan,
pengendalian  din, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta ketcrampilan yang diperlulean dirinya,
masyvarakat, bangsa dan negara.
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Satuan  Pendidikan  adalah  kelompok layanan  pendidikan  yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliput
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan
Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKEM}.

Muatan Lokal adalah bshan kajian atan mata pelajaren pada satuan
pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan
keunikan lokal.

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah  Daerah, tingkat satuan
pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyaraket yang
mengabdikan  dii  dan  diangkat untuk menunjang penvelenggaraan
pendidikan.

Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan
tingkat pengembangan Peserta Didik, tujusn yang akan dicapai dan
kemampuan vang akan dikembanglan,

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Tenaga Pendidik adalah tenaga yvang berkualifikasi sebagal guru, dosen,
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesual dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelengearalkan pendidikan.

Tarman Kanak-kanak yang selanjutnya disingket TK adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan anak usia dini pada jalor pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat] tahun
sampal dengan & [enam) tahun,

Sekolah Dasar vang selanjutnya disingkat 5D adalah salah satu bentuk
samuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jettjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama yang sclanjutnya disingkat SMP adalah salah satu
bentuk satuen pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari 8D, MI, atau bentuk lain
vang scderajat atau lanjutan dari hasil belajar yang dialul sama atau setara
8D atau MI.

Peserta Didik adalah anak usia tertentu vang scdang mengikuli pendidikan
pada satuan pendidikan TK, 83D, SMP dan PKBM sesuail dengan syarat-syarat
vang ditentukan,

Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma
dan nilai yang berlaku di masvarakat, yang mencakup aspck spiritual, aspek
personal/Kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.

Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan vang dilaksanakan sebagian atau
gseluruh kepiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman Pendidikan
Karakter atau sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi
sejalk dini,
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(1)

(2)

Bagian Eedua
Maksud dan Tujuan

Paeal 2

Maksud Penvelenggaran Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandin,
digiplin, kerja keras, berani, tangpung jawab dan adil serta mampu beradaptasi
dengan linglungannya, berwawasan lias dan berbudi pekerti luhur,

Penyvelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan :

.

b.

mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha E=sa;

scbagal pedoman bag Dinas untuk mevwujudkan masyarakat yang cerdas
serta berkarakter ungeulmelalui pelayanan yang prima;

sehagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan
pengasuhan yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses
pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;

melatih peserta didik untuk membiasalan pola hidup disiplin, tertib,
mandiri, peduli dan peka terhadap linglungan sekitarnya dengan
mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran vang diperkenalkan melalui prozes
pembelajaran di sekolah:

menjadikan satvuan pendidikan sebagal sarana pembentmikan sikap dan
perilaku positi§l dari peserta didik vang tidalk terpisahkan dengan rumah
dan lingkungan tempal Unggalnya;

menjalin hubungan vang harmonis dan  sinergis antara guru dan
orangtua peserta didik dalam mewwudkan cita-aita pendidhkan dalam art
yang scluas-luasnyva,

menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan

Perangkat Dacrah dalam memperkuat dan membangun karakter baik
masvarakat Kota Metro.

BAR II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berilout :
penvelengegaraan pendidikan anti korupst,

Penghargaar,

pembinaan dan pengawasan;

pembiayaan;

aanksi.

.

p oW

BAB I
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Ant Korupei diintegrasikan pada semua mata
pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan
mengenai nilal dan perilaku anti korupsi.
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Pasal 5

(1} Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata
pclajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 sebagal berikut |

[ Wilai dan Perilakn Anti
Korupsi

Ciri - Ciri

1.

| Mengenal perilaku korupsi
-vang harus dihindan.

. mengenal ciri-ciri perilaku korupsl yang ;
. terbiasa melakukan tupas sccara tepat

. menanjukkan contoh kasus perilaku

. menunjukkan contoh kasus perilaka

periu dihindari;
wakiu;

korupsi yang diketahui di rumah, di
satuan pendidikan dan di masyarakat;

vang tidak mengandung unsur kornapsi
vang pernah dilakukan siswa.

Berlaku  jujur,
bertanggung jawab, dan
adil dalam  kehidupan
sehari-hari.

Hanva mecnerima sesuaiu
pemberian  sesuai  dengan
yvang menjadi haknya,

disiphin, | a. Berani mengemukakan scsuatu sesua
. Terbiasa melakukan sesuatu secara

. Terbiasa melaksanalcan

. Terbiasa

. Menolak sesuatu pemberian yang tidak

. Tidak meau mengambil sesuatu yang

denpan keadaan yvang schenarnya,

tepat waktu; I
tupas secara
tepat waktu; '

berlaku  tidak memihak
kepada siapapun dalam melakukan
suatu tindakan.

sesuai dengan haknya;

bukan haknya.

Menghormati dan
memenuhi hak orang lain

FE==" T

. tidak pernah memberikan kepada

Memberikan sesuatu ]il:pﬂ.dﬁ. 'i:lrun.g-lﬂ.in
sesual dengan haknys;

crang lain sesuatu yang bukan menjadi
haknya.

Mampu menganalisis sebab

: dan akibat dan perilaku

korupsli dalam kchidupan
bermasyarakat dan
bernegara.

. Mampu mengidentifikazi sebab-sebab |

. Mampu mengidentifikasi akibat vang

. Mampu

vang mendorong timbulhya perilakn
korupsi dalam kehidupan
bermagyarakat dan bertiegara;

ditimbulkan dari perilaku  korupsi
dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara

mengemukakan alas  an

perlunya menghindari perilalku korupsai
dalam kehidupan bermasyarakat dan
bemegara.
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Bangga terhadap perilaku anti korupsi !
Anti terthadap perilalou korapsi.

6. | Memiliki kebanpeaan
berperilalon ant korupsi.

=

7. | Membudayakan prilaku | a. menyebarluaskan gapasar dan

anti Korupsi dilingkungan keinginan unmik menghindari perilaka

i keluarga dan masyarakat korupsi;

b. menunjukkan komitmen untuk
menolak perilaku korapsi;

| c. menjadi teladan perilakn anti korupsi.

(2] Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Ant Kerupsi pada semua mata pelajaran
dan kegiatan pada S3atuan Pendidikan sebagaunana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KEG)/ Musvawarah Guru Mata
Pelagaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Selolah (K35).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Eorupsi
Paragraf 1
Umnam
Pasal 6
Pencrapan Pendidikan antt korups: schagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilalcsanalan oleh :
A. Satuan Pendidikan;
b. Tenaga Pendidik;
c.  Peserta Dadilke.
Paragral 3
Satuan Pendidikan
Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan
cAara sebagai berikoat ;

a. penyampaian Komitmen Ant Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan
cara membacakan naskah “Komitmen Ant Korupsi®™ pada sctiap kepiatan
upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun
upacara pada hari-hari besar nasional yvang dilakukan oleh salah zatu siswa
uninik kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;

b, pengadasn Kas Scsial Kelas dilakulkan melalai pengumpulan dana secara
sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tyuan peserta didik dapat mengelola

keuatgan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan dan penuh tanpgung
jawah;

c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan schagai tompat
penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap wargs satian
pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang
chitemukan bukan milikniya dilaksanakan dengan cara :

1]  warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan scsuatu sebap saat
bisa datang ke Pos tersebul untuk mencari barang miliknya vang hilang;

2] pengambilan barang yang hilang disertai dengan menycbutkan identitas
diri, eirt-ciri barang, warna barang atau bentuk barang.
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d.

melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antl Korupsi, antara lain
dunia usaha, Organizasi Masyvarakat dan instansi terkait:

kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka
mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal &

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara
sebagai berikut :

.

b.

dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar
ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);

membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter herdasarkan Nilai dan
Perilaku Anti Korupsi;

memifasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada
awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan /memotivasi Peserta
Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan
perilakou Anti Korupsi sclama kegiatan pembelajaran berlangsung;

pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik
1} merefleksikan nilai dan prilaku anti korupsi vang telah atau tidak terlihat
selama kegiatan pcmbelajaran berlangsung;

2}  mengunei dan/atau menyimpulken diakhir kegiatan permbelajaran dengan
cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah Nampak atay
terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragrafl 4
Peserta Didik

Pasal 9

Pescrta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

(1]

(2}

(1]

BAEB IV
PENGHARGAAN

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti
Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAEB V
PEMBINAAN DAN PENGAWABSAN

Fasal 11

Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Walikota
melalui Kepala Dinas.
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{2] Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti kerupsi dengen orang
tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan,

(3] Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Ant Eorupsi dilaksanakan oleh
Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.

(4} Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
avat [3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota,

BAR VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penvelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro dan sumber lain yvang sah
serta tidak mengikat,

BAE VII
SANKEIL

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Walikota 1m
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan
kegiatan pada Satuan Pendidiken sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 5
dilaksanalkan seccara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota
ini diundangkan.

Pagal 1%
Peraturan Walikota ini mulai herlaku pada tanggal diunndangkan.
Agar =etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Melro.

| T Y Ditetapkan di Metro

pada tanggal 2¢ vl 2020

WALIKOTA H:EIEE.::

Rieun o] ACHMAD PAIRIN
Diundangkan ¢ Metra . -1 -t
pada tanggal 2020 )
SEKRETARIS D HOTA METRO,

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR .7~



